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PENJ ELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 61 TAHUN 1999
TENTANG
PENETAPAN PERGURUAN TI NGE NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM

UMUM

Memasuki abad ke 21 dunia semakin terasa kecil dan senpit karena

per kenbangan t eknol ogi konuni kasi yang amat pesat. Di dorong ol eh
kepenti ngan bersama, beberapa negara di berbagai kawasan duni a
menbent uk kawasan perdagangan bebas yang bertuj uan unt uk neni adakan
hanbat an per dagangan antar negara. D kawasan Asia Tenggara di bent uk
AFTA, kawasan Asia Pasifi k nmenbentuk APEC, dan puncaknya adal ah di

t andat angani nya perjanjian GATT yang nenbent uk WO

Per kenbangan tersebut di satu sisi akan nengurangi, bahkan neni ada
kan berbagai proteksi perdagangan pada negara-negara yang i kut
menandat angani perjanjian itu. Nanmun di |ain pihak juga nenbuka
kesenpat an yang sel uas-| uasnya untuk nenperol eh akses ke pasar
duni a. Ket erbukaan pasar tidak terbatas pada konoditi tradisional
saj a, nel ai nkan akan juga nencakup tenaga kerja. Menghadapi arus
gl obal i sasi tersebut, negara kita nenbutuhkan kemanpuan yang cukup
unt uk dapat bersai ng dengan negara-negara | ain.

Ber samaan dengan berakhi rnya abad ke 20, negara-negara di kawasan
Asi a, termasuk I ndonesia, dilanda krisis ekonom yang cukup berat.
Bahkan krisis ekonom tersebut di I|ndonesia kenudi an nel uas nenj adi
krisis politik, sosial, dan budaya. Memasuki m | enium ketiga, negara
kita juga nengal am suatu proses transisi untuk nmenuju ke arah ter-
bent uknya masyarakat nmadani yang | ebi h denoktratis, yang nenjunjung
ti nggi hak-hak asasi manusi a.

Penerapan nilai-nilai universal yang diakui ol eh nmasyarakat gl obal
mer upakan sal ah satu prasyarat untuk dapat bersai ng dal am nasyar akat
duni a yang senakin hari semakin senpit.

Ber bagai krisis yang saat ini sedang nel anda negeri kita nenyebabkan

ti pi snya kepercayaan nmasyarakat, bai k terhadap | enbaga-| enbaga
formal , penerintah, maupun ant ar kel onpok dal am nasyarakat sendiri.
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A eh karena itu proses transisi nmenuju nmasyarakat madani yang | ebih
denokrati s nmenbut uhkan mtra terpercaya yang manpu berperan sebagai
suat u kekuatan noral. Perguruan Tinggi Negeri di harapkan akan manpu
mener ankan peran tersebut apabila beberapa prasyarat yang di perl ukan
dapat di penuhi .

Kekuat an noral yang mandiri dapat dimliki apabila Perguruan Tinggi
menper ol eh otonom . Ruang |ingkup otonom Perguruan Tinggi adal ah
sebagai beri kut:

1) Hak mahasi swa untuk bel aj ar dan hak dosen untuk nengaj ar,
sesuai dengan m natnya masi ng-nmasi ng (Lernfreiheit);

2) Hak untuk nenetapkan prioritasnya sendiri, dan nel akukan
penelitian il mah kearah manapun tujuannya, dengan nenper-
ti mhangkan kepentingan masyarakat (W ssenschaftsfreiheit);

3) Tol eran terhadap perbedaan pendapat dan bebas dari canpur
t angan politik;

4) Sebagai institusi publik, nelalu pendidi kan dan penelitian,
perguruan tinggi berkewajiban untuk nengenbangkan kebebasan
dasar dan keadil an, kemanusi aan, dan solidaritas, serta ber-
kewaj i ban untuk sal ing bantu nenbantu, baik secara materi
maupun noral, dal am kont eks nasi onal dan internasional;

5) Berkewaji ban untuk nenyebarl uaskan dan nengenbangan il nu
penget ahuan, teknol ogi dan seni;

6) Menghi ndari hegenoni intel ektual;

7) Mem |liki hak dan tanggung jawab untuk nemanfaat kan sunber daya
yang dim likinya secara mandiri untuk nendukung kegi at annya.

Sebagai suatu unit di dal am Departenen Pendi di kan dan Kebudayaan,
Perguruan Tinggi Negeri secara hukum tidak dapat nmem i ki otonom .
Dem ki an juga akuntabilitas kepada masyarakat (stakehol ders) amat
sulit untuk secara utuh di m ntakan kepada Perguruan Tinggi Negeri
sebagai unit Departenen Pendi di kan dan Kebudayaan. Sedangkan kredi -
bilitas hanya akan dapat di perol eh apabila kedua hal tersebut,
otonom dan akuntabilitas, secara nyata dimliki dan diterapkan.

A eh karena itu Perguruan Tinggi Negeri harus diubah status hukummya
menj adi badan hukum yang mandiri, terlepas

dari Departenen Pendi di kan dan Kebudayaan.

Sebagai | andasan hukum dal am ker angka per at uran perundangan- undangan
yang berl aku di Republik I ndonesia, Pasal 1653 Kitab Undang-undang
Hukum Per data (Staatsblad 1847 nonor 23) nenberi kewenangan kepada
Peneri ntah untuk nendiri kan suatu badan hukum Sedangkan Pasal 5

ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 nenberi kewenangan kepada Peneri nt ah
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unt uk nmengundangkan Per at uran Penerintah sebagai pel aksanaan Undang-
undang dal am hal ini Undang-undang nonor 2 tahun 1989 tentang Sistem
Pendi di kan Nasi onal . Sel anj ut nya dengan ber| akunya Per at uran
Peneri nt ah

i ni senmua Perguruan Tinggi Negeri dapat diubah status hukumya nen-

j adi badan hukum dengan nenggunakan Peraturan Penerintah ini sebagai
pedoman.

PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Cukup j el as
Pasal 2

St at us hukum Per guruan Ti nggi yang dirujuk dal am Pasal ini adal ah
badan hukum yang mandi ri dan ber hak nel akukan senua perbuatan hukum
sebagai mana | ayaknya suatu badan hukum pada unummya.

Pada dasarnya penyel enggaraan Perguruan Tinggi bersifat nirlaba.

Wal aupun dem ki an Perguruan Ti nggi dapat nenyel enggarakan kegi at an

| ai n dan nendiri kan unit usaha yang hasil nya di gunakan unt uk nen-
dukung penyel enggaraan fungsi-fungsi utanma Perguruan Ti nggi.

Pasal 3
Cukup j el as
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as
Ayat (3)
Cukup j el as
Ayat (4)
Cukup j el as
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as
Ayat (3)
Cukup j el as
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Ayat (4)
Cukup j el as
Ayat (5)
Cukup j el as

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as
Ayat (3)
Cukup j el as
Ayat (4)
Cukup j el as
Ayat (5)
Cukup j el as

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup j el as

Ayat (2)
Ment eri dan Rektor adal ah anggota ex-officio. Menteri dapat nenun-
j uk seseorang untuk mewakilinya sebagai anggota Majelis Wali Amanat.

Ayat (3)

Cukup j el as

Ayat (4)

Cukup j el as

Ayat (5)

Cukup j el as

Ayat (6)

Cukup j el as

Ayat (7)

Cukup j el as

Ayat (8)

Cukup j el as

Pasal 9
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Cukup j el as

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as
Ayat (3)
Cukup j el as

Pasal 11
Cukup j el as

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup j el as

Ayat (2)
Proses pem |i han adal ah proses pem |ihan perwakil an yang akan
mewaki | i kel onpok tersebut secara | angsung ol eh sel uruh anggot a
kel onpok tersebut.
Sebagai contoh, GQuru Besar dipilih oleh para Guru Besar | ainnya,
dan dosen bukan Guru Besar dipilih oleh seluruh dosen | ai nnya yang
bukan Guru Besar.

Ayat (3)
Har us di perti nbangkan jum ah anggota dan hak suara anggota yang
mewaki | i konstituen tertentu, sehingga dapat diperti nbangkan ke -

mungki nan satu anggota nmem |liki |ebih dari satu suara, atau anggota
yang tidak nem |i ki hak suara.

Ayat (4)

Cukup j el as

Ayat (5)

Cukup j el as

Pasal 13
Cukup j el as

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Per syarat an | ai nnya di tentukan ol eh Senat Akadem k
Ayat (3)
Sebagai contoh dal am hal penmungutan suara dengan 10 suara yang sah,
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anggota yang newakili unsur Menteri nmem|liki 35% suara, sedangkan 9
anggota yang lain nmem|liki secara bersama-sam 65% suara. Jika di
antara ke 9 anggota, 3 anggota (22% suara) nendukung suara unsur
Menteri, maka jum ah suara nendukung adal ah 57% suara, wal aupun
6/ 10 jum ah anggota tidak nmendukung.

Ayat (4)

Cukup j el as

Ayat (5)

Cukup j el as

Ayat (6)

Cukup j el as

Ayat (7)

Cukup j el as

Ayat (8)

Cukup j el as

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup j el as

Ayat (2)
Pi mpi nan hanya dapat nengaj ukan per nohonan penbubaran Per guruan
Ti nggi sebagai badan hukum ke Pengadi | an Negeri setel ah nenperol eh
persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan

Ayat (3)
Cukup j el as
Ayat (4)
Cukup j el as
Pasal 16
Cukup j el as
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as
Ayat (3)
Cukup j el as
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
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Cukup j el as
Ayat (3)
Cukup j el as
Ayat (4)
Cukup j el as
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)

Li ngkup tatacara pengel ol aan dal am ketentuan ini termasuk hubungan
antar unsur pel aksana akadem k di dal am Per guruan Ti nggi .

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as
Ayat (3)
Cukup j el as
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as
Pasal 22
Cukup j el as
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as
Ayat (3)
Cukup j el as
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Pasal 25
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as
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